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ABSTRAK 

 Kebijakan JKN memiliki karakteristik yaitu bertujuan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan jaminan pelayanan kesehatan. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan 

program JKN di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dengan melihat dari 

aspek regulasi, aspek kepesertaan, aspek keuangan, aspek pelayanan kesehatan, 

aspek manfaat dan iuran, aspek kelembagaan, derajat perubahan yang diinginkan, 

dan sumber daya yang dikerahkan pada implementasi kebijakan program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) di RSIJ Cempaka Putih.  

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis fenomenologi, yang 

didukung oleh data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi dan 

telaah dokumen. Penyajian data penelitian ini dalam bentuk narasi dan dilengkapi 

hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan 

Jaminan Kesehatan Nasional di RSIJ Cempaka Putih sudah cukup baik yang dilihat 

dari aspek regulasi, kepesertaan, keuangan, manfaat dan iuran, kelembagaan dan 

sumber daya yang terlibat. Tetapi untuk aspek pelayanan kesehatan belum 

dikatakan baik dikarenakan masih ditemukan dokter yang datang terlambat, waktu 

menunggu giliran periksa dan antrian obat terlalu lama dan aspek derajat perubahan 

dari sebuah kebijakan dari Grindle belum sesuai sepenuhnya dengan program JKN 

dikarenakan rumah sakit belum merasakan puas sepenuhnya terhadap program 

tersebut. Saran untuk RSIJ Cempaka Putih agar menindaklajuti dokter yang sering 

datang terlambat. 
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ABSTRACT 

National Health Insurance Policy has the characteristics of aiming to 

improve the health status of the community through the provision of health care 

guarantees. The purpose of this study is to find out the description of the 

implementation of the National Health Insurance program policy at Jakarta Islamic 

Hospital Cempaka Putih by looking at the aspects of regulatory, aspects of 

participation, financial aspects, aspects of health services, aspects of benefits and 

contributions, institutional aspects, the desired degree of change, and resources 

that is mobilized in the implementation of the National Health Insurance program 

policy at Jakarta Islamic Hospital Cempaka Putih.  

The study uses a phenomenological type of qualitative approach, that is 

supported by data obtained from the results of in-depth interviews, observation and 

document review. The presentation of the research data is in the form of a narrative 

and completed with the results of the interview. The results showed that the 

implementation of the National Health Insurance Policy at Jakarta Islamic 

Hospital Cempaka Putih is good enough in terms of the regulatory aspects, 

participation, financial, benefits and contributions, institutions and resources 

involved. But for the aspect of health services, it has not been said to be good 

because there are doctors who still arrive late, the waiting time for patients’ turn 

to be checked and queue of medicines are too long and aspects of the degree of 

change from a policy from Grindle are not fully in accordance with the program of 

National Health Insurance Policy because the hospital has not felt fully satisfied 

with the program. Suggestions for Jakarta Islamic Hospital Cempaka Putih are to 

follow up on doctors who often come late. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya 

dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-

bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi 

PBB tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi 

menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan 

dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, 

perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlu kan dan 

berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi 

janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan 

kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. 

Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke -5 juga 

mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD 45 

pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang kemudian diganti 

dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan. Dalam UU 36/2009 ditegaskan bahwa 

setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber 

daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, ber 

mutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut 

serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Untuk mewujudkan komitmen 

global dan konstitusi di atas, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan 

jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 

kesehatan perorangan.  

Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan 

menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya 

adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara 

lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk 

masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui 

skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda). Namun demikian, skema -skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi-
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bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. (Kemenkes, 

2013). 

Untuk mengatasi hal itu, pada 2004, dikeluarkan Undang- Undang No. 40 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan 

bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Undang -Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial 

Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan 

diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasi nya dimulai 1 Januari 2014. 

Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional). 

Setelah Program JKN diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2014 pelaksanaan 

program ini dilapangan banyak terdapat kendala, dari studi pendahuluan yang 

dilakukan di Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 

yang sering dilaporkan penyelenggara pelayanan kesehatan kepada pemerintah pusat 

adalah terkait  pelayanan yang diberikan pada provider tingkat  lanjutan (Rumah Sakit) 

yang  dirasakan tidak maksimal karena berbagai masalah, yang diantaranya: masalah 

alur pelayanan yang terbilang rumit, sistem pembiayaan kesehatan di Rumah Sakit 

yang menggunakan sistem Indonesian-Case Base Groups (INA CBG’s) yang masih 

belum seutuhnya mendukung program, ketersediaan alat kesehatan dan obat yang 

belum mendukung, serta jumlah sumber daya manusia yang dirasa kurang sejak 

program JKN ini diluncurkan. 

Mazmanian dan Paul Sabatier memberikan batasan, bahwa implementasi 

kebijakan adalah: 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah pelaksanaan keputusan kebijakan 

dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan efektif  yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, 

keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara 
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tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan 

atau mengatur proses implementasinya (Suharto, 2008). 

Berdasarkan paparan diatas, merujuk pada pelaksanaan implementasi program 

terdahulu yaitu Jamkesmas dan Jamkesda, peneliti memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu yang dapat mengantar pada permasalahan yang sering muncul, sehingga 

diperoleh acuan yang semakin menguatkan untuk melakukan penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Manggala (2014) mengenai implementasi 

kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Tangerang Selatan menunjukan bahwa masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan 

program JKN, yaitu keterlambatan pencairan klaim yang dialami rumah sakit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mariam (2016) menunjukan implementasi 

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi 

masih belum secara keseluruhan efektif, disebabkan karena ketersediaan beberapa 

sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk mendukung proses implementasi program 

belum memadai seperti SDM yang belum ideal, kapasitas sarana dan prasarana yang 

tersedia tidak sesuai dengan jumlah kunjungan peserta sehingga konsekuensinya 

berdampak pada proses pelayanan yang tidak maksimal terhadap peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Salim (2017) mengenai analisis implementasi 

kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Undata Palu menunjukan bahwa 

masih memilki kekurangan jumlah sumber daya manusia dengan tingkat keluhan dari 

pasien peserta JKN yang masih tinggi terkait pelayanan yang diberikan di rumah sakit 

tersebut. Berdasarkan paparan beberapa penelitian diatas ternyata masih banyak 

terdapat proses penyelenggaraan program jaminan kesehatan di berbagai sektor 

terutama Rumah sakit belum berjalan secara optimal dan tepat sasaran.  

Dari data jumlah kunjungan pasien BPJS Kesehatan yang didapatkan di RSIJ 

Cempaka Putih diketahui bahwa jumlah kunjungan pasien BPJS Kesehatan pada rawat 

jalan sebesar 94.467 pasien. Jumlah kunjungan pasien BPJS Kesehatan tertinggi di 

rawat jalan RSIJ Cempaka Putih pada bulan November yaitu sebesar 9558 pasien. 

Jumlah kunjungan pasien BPJS Kesehatan terrendah di rawat jalan RSIJ Cempaka 

Putih pada bulan Juni yaitu sebesar 5424 pasien.  
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Jumlah kunjungan pasien BPJS Kesehatan pada rawat inap tahun 2017 sebesar 

11.375 pasien. Jumlah kunjungan pasien BPJS Kesehatan tertinggi di rawat inap RSIJ 

Cempaka Putih pada bulan Oktober yaitu sebesar 1121 pasien. Jumlah kunjungan 

pasien BPJS Kesehatan terrendah di rawat inap RSIJ Cempaka Putih pada bulan 

Januari yaitu sebesar 795 pasien.   

Keluhan yang dirasakan pasien rawat jalan dengan wawancara singkat yaitu 

dokter tidak datang tepat waktu, pengambilan obat di unit farmasi terlalu lama dan 

waktu tunggu rawat jalan > 60 menit. Terdapat pula beberapa kelebihan yang dirasakan 

antara lain dokter tidak terburu-buru dalam memberi penjelasan medis, petugas loket 

ramah, fasilitas RS sudah memadai, dan tidak ada kesenjangan pelayanan pasien BPJS 

dan non BPJS. 

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui proses implementasi kebijakan 

Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, 

dikarenakan Rumah Sakit tersebut menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan dalam program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

bagi seluruh masyarakat khususnya bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan serta 

kesadaran masyarakat sekitar yang tinggi akan pentingnya berobat/mendapatkan 

pelayanan kesehatan.  

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yang beralamat di Jalan 

Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta. RSIJ Cempaka Putih adalah Rumah Sakit 

kepercayaan masyarakat dengan pelayanan kesehatan yang islami, profesional dan 

bermutu serta berfungsi sebagai pusat pendidikan kedokteran dan perkaderan 

persyarikatan Muhammadiyah di bidang kesehatan. Rumah Sakit Islam Jakarta 

Cempaka Putih telah meraih predikat “Lulus Tingkat Paripurna Akreditasi Rumah 

Sakit Versi 2012”. 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Gambaran Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih Tahun 2018” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana aspek regulasi dari kebijakan JKN yang diimplementasikan 

di RSIJ Cempaka Putih? 

2. Bagaimana aspek kepesertaan dari kebijakan JKN yang 

diimplementasikan di RSIJ Cempaka Putih? 

3. Bagaimana aspek keuangan dari kebijakan JKN yang 

diimplementasikan di RSIJ Cempaka Putih? 

4. Bagaimana aspek pelayanan kesehatan dari kebijakan JKN yang 

diimplementasikan di RSIJ Cempaka Putih? 

5. Bagaimana aspek manfaat dan iuran dari kebijakan JKN yang 

diimplementasikan di RSIJ Cempaka Putih? 

6. Bagaimana aspek kelembagaan dari kebijakan JKN yang 

diimplementasikan di RSIJ Cempaka Putih? 

7. Bagaimana derajat perubahan yang diinginkan dari kebijakan JKN yang 

diimplementasikan di RSIJ Cempaka Putih? 

8. Bagaimana sumber daya yang dilibatkan dari kebijakan JKN di RSIJ 

Cempaka Putih? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menggambarkan Implementasi 

Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Islam Jakarta 

Cempaka Putih Tahun 2018. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang aspek regulasi pada 

implementasi kebijakan JKN di RSIJ Cempaka Putih. 

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang aspek kepesertaan pada 

implementasi kebijakan JKN di RSIJ Cempaka Putih. 
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3. Untuk mendapatkan gambaran tentang aspek keuangan pada 

implementasi kebijakan JKN di RSIJ Cempaka Putih. 

4. Untuk mendapatkan gambaran tentang aspek pelayanan kesehatan pada 

implementasi kebijakan JKN di RSIJ Cempaka Putih. 

5. Untuk mendapatkan gambaran tentang aspek manfaat dan iuran pada 

implementasi kebijakan JKN di RSIJ Cempaka Putih. 

6. Untuk mendapatkan gambaran tentang aspek kelembagaan pada 

implementasi kebijakan JKN di RSIJ Cempaka Putih. 

7. Untuk mendapatkan gambaran tentang derajat perubahan yang 

diinginkan pada implementasi kebijakan JKN di RSIJ Cempaka Putih. 

8. Untuk mendapatkan gambaran tentang sumber daya yang dilibatkan 

pada implementasi kebijakan JKN di RSIJ Cempaka Putih. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat bagi peneliti, manfaat bagi FIKes 

UHAMKA serta manfaat bagi RSIJ Cempaka Putih. 

1.4.1 Manfaat bagi Peneliti 

 Dapat menambah wawasan, pengalaman dan profesionalisme dalam 

melakukan penelitian dan merapkan ilmu yang telah didapat dari Fakultas 

Ilmu-Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat (Manajemen 

Rumah Sakit), khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit. 

1.4.2 Manfaat bagi FIKes UHAMKA 

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi yang berminat dalam 

pelaksanaan penelitian di bidang kebijakan rumah sakit, khususnya mahasiswa 

yang akan membahas tentang JKN. 

1.4.3 Manfaat bagi Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih 

Dapat menjadi gambaran dan bahan masukan bagi RSIJ Cempaka Putih 

dalam pengimplementasian kebijakan JKN sehingga diharapkan menjadi 

bahan pertimbangan memperkuat argumen terhadap permasalahan pada 

pelaksanaan implementasi program JKN di RSIJ Cempaka Putih. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yang 

beralamatkan di Jalan Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta Pusat. 

1.5.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penyusunan proposal skripsi dilakukan pada bulan Januari hingga April 

2018. 

1.5.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

Ruang Lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada bidang Ilmu 

Kesehatan Masyarakat yang ditekankan mengenai Manajemen Rumah Sakit 

khususnya aspek kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional yang diberlakukan di 

rumah sakit. 
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